ABSTRAK
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Rangka Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara
dan Fikih Siyasah” ini ditulis oleh Mutiara Dwi Khoirun Nisa’, NIM
1860103222217, dengan pembimbing : Muksin, M.H.
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Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang
menyebabkan kerugian keuangan negara dalam skala besar. Korupsi memiliki
dampak yang signifikan terhadap negara, seperti menghambat pembangunan
nasional, melemahkan pelayanan publik, merampas hak-hak ekonomi dan sosial
masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi alat
hukum yang sangat strategis dalam memulihkan kerugian keuangan negara,
sekaligus menjadi isu penting yang perlu dikaji secara meyeluruh dari sudut
pandang hukum positif dan hukum islam.

Rumusan masalah dalam peneltian ini (1) Bagaimana penyitaan aset hasil
tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam
perspektif hukum keuangan negara; (2) Bagaimana penyitaan aset hasil tindak
pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam
perspektif fikih Siyasah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan
jenis penelitian berbasis literature research. Sumber data yang digunakan meliputi
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum
sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan hukum tersier berupa
kamus dan ensiklopedia. Untuk memastikan keabsahan data, teknik pengumpulan
data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi.
Selanjutnya data akan di analisis menggunakan multiple sumber untuk memvalidasi
temuan dan keakuratan data.

Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam perspektif hukum keuangan negara,
penyitaan aset korupsi merupakan tidakan hukum yang sah dan strategis dalam
memulihkan kerugian keuangan negara. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 17
Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025. Mekanismenya dimulai dari
penelusuran aset, permohonan izin ke pengadilan negeri setempat, penyitaan aset,
pembuktian di persidangan, dan perampasan aset untuk negara. Aset yang telah
terbukti berasal dari tindak pidana korupsi kemudian dikelola oleh negara di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan kemudian akan dilelang
atau digunakan untuk kepentingan umum. (2) Dalam perspektif fikih Siyasah,
korupsi dianggap sebagai jarimah ta’zir yang mencaku konsep ghulul, sariqah, dan
risywah. Sebagai bagian dari maqashid al-syariah, penyitaan aset termasuk dalam
hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta (uqubah maliyah) untuk melindungi
harta (hifz al-mal). Pelaku korupsi harus mengembalikan semua aset yang telah
dikorupsi karena perbuatan tersebut melanggar hak Allah dan hak sesama manusia.
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ABSTRACT

This thesis, titled “Analysis of the Seizure of Assets Derived from Corruption
Offenses as an Effort to Recover State Losses from the Perspectives of State
Financial Law and Fikih Siyasah,” was written by Mutiara Dwi Khoirun Nisa’,
Student ID 1860103222217, under the supervision of Muksin, M.H.

Keywords: Asset Forfeiture, Corruption, Recovery of State Financial Losses, State
Financial Law, Firh al-Siyasah, Figh al-Jina’ah.

Corruption is an extraordinary crime that causes massive financial losses to
the state. Corruption has a significant impacts on the state, such as hindering
national development, weakening public services, and depriving the public of their
economic and social rights. Therefore, the seizure of assets derived from corruption
crimes serves as a highly strategic legal tool for recovering state financial losses,
while also constituting a critical issue that requires comprehensive examination
from both the perspectives of positive law and Islamic law.

The research questions in this study are (1) How is the confiscation of assets
derived from corruption crimes carried out for the purpose of recovering state
financial losses from the perspective of state financial law? (2) How is the
confiscation of assets derived from corruption crimes carried out for the purpose of
recovering state financial losses from the perspective of Figh Siyasah?

This study was conducted using a normative method with a literature-based
research design. The data sources used include primary legal materials in the form
of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, scientific
journals, articles, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries and
encyclopedias. To ensure the validity of the data, data collection was conducted
descriptive analysis using triangulation techniques. Subsequently, the data were
analyzed using multiple sources to validate the findings and the accuracy of the data.

The results of this study are (1) from the perspective of public finance law,
the confiscation of assets derived from corruption is a lawful and strategic legal
measure to recover financial losses to the state. This refers to Law No. 31 of 1999
as amended by Law No. 20 of 2001, Law No. 17 of 2003, and Law No. 20 of 2025.
The mechanism begins with asset tracing, a request for permission from the local
district court, asset seizure, evidence presentation in court, and the forfeiture of
assets to the state. Assets proven to have originated from acts of corruption are
subsequently managed by the state at the State Seized Property Storage Facility
(RUPBASAN) and will later be auctioned off or used for public interest. (2) From
the perspective of Figh Siyasah, corruption is considered a ta’zir an offense
encompassing the concepts of ghulul, sariqah, and risywah. As part of the maqashid
al-shariah, asset forfeiture falls under ta’zir punishments related to property
(uqubah maliyah) to protect property (hifz al-mal). Perpetrators of corruption must
return all assets that have been embezzled because such acts violate the rights of
Allah and the rights of other human beings.
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